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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran Pelayanan Peralihan Hak atas Tanah di Kantor 

Pertanahan kota Banjarmasin  Metode penelitian  menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian Deskriptif kualitatif  Data dikumpulkan dengan wawancara kepada 9 orang informan (atau 

respoden untuk penelitian kuantitatif). Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik Obsevasi, 

wawancara, dokumentasi. Analisis gambaran terperinci berdasarkan kenytaan-kenyataan yang ditemukan 

dilapangan. Hasil penelitian ini menunjuk bahwa kualitas pelayanan peralihan hak atas Pelayanan 

Administrasi Pertanahan dalam penelitian ini ada beberapa yang menjadi kendala bagi Administrasi 

Pertanahan di antaranya yaitu Pemikiran Pemikiran Negatif masyarakat terhadap instansi contoh 

masyarakat mengira di persulit dalam pengurusan, Jaringan tidak terlalu baik,Kurangnya pemahaman 

masyarakat mengenai aturan (kelengkapan Berkas) dan Masalah Jaringan Internet (Serba Digital) hal ini 

dapat membuat kualitas Administrasi Administrasi Pertanahan menjadi kurang baik. 

 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Peralihan Hak atas Tanah.  

 

 

  

ABSTRACT 

 

 

The aim of the study was to find out the description of Land Rights Transfer Services at the Land Office of 

the city of Banjarmasin. The research method used a qualitative approach with the type of qualitative 

descriptive research. The data was collected by interviewing 9 informants (or respondents for quantitative 

research). The sample is determined using observation techniques, interviews, documentation. Detailed 

picture analysis based on the facts found in the field. The results of this study indicate that the quality of 

services for the transfer of rights to Land Administration Services in this study there are several obstacles for 

Land Administration including the Negative Thinking of the community towards the example agency, the 

community thinks it is complicated in managing, the network is not very good, the community's lack of 

understanding about regulations (file completeness) and Internet Network Problems (All-Digital) this can 

make the quality of Land Administration Administration not good. 
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PENDAHULUAN 

Mewujudkan pelayanan publik yang 

berkualitas merupakan salah satu ciri 

kepemerintahan yang baik sebagai tujuan dari 

pendayagunaan aparatur negara. Pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tahun 

2012 pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa standar 

pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan 

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 

kewajiban  dan janji penyelenggara kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan 

publik merupakan upaya terus menerus, 

berkelanjutan dan dilaksanakan oleh semua 

jajaran aparatur pemerintah baik pusat maupun 

daerah. 
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